
LAPORAN SINGKAT

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN
	Tahun Sidang      
	:
	2018-2019

	Masa Persidangan
	:
	I

	Rapat ke          
	:
	26

	Jenis Rapat       
	:
	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ke-1

	Sifat Rapat       
	:
	Terbuka 

	Hari, tanggal     
	:
	Rabu, 26 September 2018  

	Waktu
	:
	Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai 

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Pansus B 
Gedung Nusantara II Lantai 3

	Acara    
	:
	Mendapatkan data atau masukan mengenai penentuan dan pemanfaatan pajak dan cukai hasil tembakau

	Ketua Rapat
	:
	Prof. Hendrawan Supratikno

	Sekretaris Rapat
	:
	Tri Usmaniati, S.Sos

	Hadir

	:
	a. Anggota : 5 dari 30 orang Anggota Pansus 
b. Narasumber :
· Wakil Menteri Keuangan RI (Prof. Mardiasmo) beserta jajarannya.
· Perwakilan dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Nugroho) beserta jajarannya.



I. PENDAHULUAN
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Wakil Menteri Keuangan RI dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dibuka pada pukul 13.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER
A.  Masukan atau Tanggapan dari Wakil Menteri Keuangan RI 
1. Mengenai DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 
a.  Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2017, penggunaan DBHCHT kurang lebih Rp.1,48 Triliun namun tidak semua pemerintah daerah menerima DBHCHT tersebut, melainkan daerah atau provinsi yang di daerahnya ada cukai hasil tembakau. Oleh karena itu DBHCHT tidak dimasukkan dalam policy mix untuk menutup defisit BPJS secara langsung artinya DBHCHT bagi provinsi yang menerimanya akan digunakan pemerintah daerah nya masing-masing untuk memperbaiki program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
b.  Hal-hal yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan DBHCHT (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2018 tentang penggunaan DBHCHT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang sanksi atas penyalahgunaan Alokasi DBHCHT) :

1) pengendalian dan pengawasan
· peningkatan kualitas bahan baku, dengan cara :

· standarisasi kualitas bahan baku.
· bahan baku dengan kadar nikotin rendah.
· sarana laboratorium uji dan metode pengujian.
· penanganan panen dan pasca panen bahan baku.
· kelembagaan kelompok tani bahan baku industri hasil tembakau.
· pembinaan industri, dengan cara :

· pendataan mesin peralatan industri (impor mesin oleh PR).
· penerapan HAKI.
· pembentukan kawasan industri hasil tembakau.
· pemetaan industri hasil tembakau mengenai jalinan informasi dan dasar hitungan pembagian alokasi.
· kemitraan UKM dan UB dalam pengadaan bahan baku.
· penguatan kelambagaan asosiasi Industri Hasil Tembakau.
· Penerapan good manufacturing practicses (GMP).
2) penanganan dampak negatif 
· Pembinaan lingkungan sosial, dengan cara

· Kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat.
· Manajemen limbah industri hasil tembakau (AMDAL).
· Kawasan tanpa asap rokok dan tempat khusus merokok.
· Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan akibat dampak rokok.
· Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.
· Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
3) kepatuhan terhadap aturan cukai dan peningkatan penerimaan negara

· Sosialisasi mengenai ketentuan, dengan cara :
· Menyampaikan ketentuan bidang cukai kepada masyarakat baik secara insidentiil maupun periode waktu tertentu.
· Pemberantasan barang kena cukai illegal, dengan cara :

· Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.
· Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
c.  Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun 2017 diberikan untuk 17 (tujuh belas) provinsi, yaitu :
1) Provinsi Aceh



: Rp.19,6 Miliar

2) Provinsi Sumatera Utara

: Rp.16,8 Miliar

3) Provinsi Jambi



: Rp.8,4 Miliar

4) Provinsi Sumatera Barat

: Rp.14,2 Miliar

5) Provinsi Sumatera Selatan

: Rp.8,6 Miliar

6) Provinsi Lampung


: Rp.12,0 Miliar

7) Provinsi Kepulauan Riau

: Rp.6,0 Miliar

8) Provinsi Jawa Barat


: Rp.12,0 Miliar
9) Provinsi Jawa Tengah

: Rp.679,5 Miliar

10) Provinsi Jawa Timur


: Rp.530,1 Miliar

11) Provinsi Yogyakarta


: Rp.19,7 Miliar

12) Provinsi Kalimantan Tengah

: Rp.7,1 Miliar
13) Provinsi Sulawesi Tengah

: Rp.7,6 Miliar

14) Provinsi Sulawesi Selatan

: Rp.17,9 Miliar

15) Provinsi Bali



: Rp.12,0 Miliar
16) Provinsi Nusa Tenggara Barat
: Rp.232,0 Miliar

17) Provinsi Nusa Tenggara Timur
: Rp.16,9 Miliar

d.  Pengalokasian DBHCHT sesuai Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

e.  Pengalokasian DBHCHT sesuai Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) adalah :

· Digunakan untuk mendanai program/kegiatan :

· Peningkatan kualitas bahan baku.

· Pembinaan industri.

· Pembinaan lingkungan sosial.

· Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau

· Pemberantasan cukai ilegal

· Paling sedikit 50% (lima puluh persen) diprioritas kan untu mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

f. Karakteristik daerah penerima DBHCHT, yaitu :

· Daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau.

· Daerah provinsi penghasil cukai.

· Daerah provinsi penghasil tembakau.

· Daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau.

· Daerah kabupaten/kota penghasil cukai.

· Daerah kabupaten/kota penghasil tembakau.

· Daerah kabupaten/kota nonpenghasil.

2. Mengenai Pajak Rokok

a. Di dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) point d, Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 106 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa program JKN dibutuhkan dukungan pemerintah daerah atau sharing dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah seluruh Indonesia menerima dana pajak rokok dari pengguna rokok yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian dapat membantu memberikan kontribusi program JKN. 
b. Pemotongan Pajak Rokok sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2018, bahwa Daerah akan memberikan kontribusi terhadap program JKN. Karena program JKN ini merupakan program nasional, jadi pemerintah daerah pun ikut menanggung dana untuk program ini.
c. Pemerintah juga mengeluarkan PMK Nomor 183 Tahun 2017, dimana Pemerintah diperbolehkan memotong dan mengintersepsi kewajiban pemerintah daerah atas tunggakan iuran pemerintah daerah, yang dipotong dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi bila ada pemerintah daerah yang tidak disiplin melakukan program JKN ini, Pemerintah diberi kewenangan untuk memotong anggaran daerah. Persyaratan pemotongan tersebut adalah jika daerah belum atau kurang melaksanakan program JKN dengan batas maksimal pemotongan sebesar 75% dari 50%. Jadi pajak rokok sebesar 37,5% akan diberikan untuk program JKN di pemerintah daerah. 

d. Proses pemotongan bisa dilakukan bila ada Berita Acara dari pemerintah daerah yang bersangkutan dengan BPJS yang ada di daerah.
e. Pemotongan tersebut juga sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 53 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pajak rokok dapat digunakan antara lain supaya bisa membantu program JKN di daerah.
f. Pada tahun 2018, transfer dana pajak rokok dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan per triwulan. Bila dihitung semua untuk tahun 2018, pajak rokok kalau dihitung 5/12 itu totalnya sebesar Rp.1,1 Triliun. 
g. Idealnya pemotongan ini memang dilakukan pada tahun 2019 karena saat penyusunan APBD, ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sudah diberlakukan untuk dapat mengeksekusi alokasi belanja pemerintah daerah sekurang-kurangnya anggaran sebesar 37,5% disampaikan untuk JKN.

B.  Masukan atau Tanggapan dari Dirjen Bea dan Cukai
1. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 memang seakan-akan menjadi road map terhadap produksi hasil tembakau dan pemerintah menyeimbangkan serta mengakomodasi dari sisi kesehatan, industri, tenaga kerja, serta penerimaan negara. Jadi pemerintah dalam menerapkan tarif cukai hasil tembakau, memperhatikan 4 (empat) hal itu. Banyak masukan dari tarif cukai itu akan membuat pihak-pihak tertentu melakukan tax avoidance, tidak melakukan penghindaran pajak atau pun cukai rokok karena layer nya sudah sempit. Dimulai tahun 2009, ada 19 layer dan sampai saat ini sudah menjadi 10 layer. Dan untuk tahun depan sudah diperkirakan sampai 8 layer. 
2. Saat pemerintah melakukan indepth review terhadap pabrik rokok, ada pabrik rokok yang menghendaki layer dipersempit dan ada yang menghendaki layer tidak dipersempit. Untuk perusahaan multinasional memang menghendaki agar layer nya dipersempit. Tetapi pemerintah mengambil tindakan supaya layer tidak terlalu sempit agar masing-masing pabrik rokok dapat tumbuh di segmen nya masing-masing. 
3. Sesuai survey Pemerintah, jumlah perokok menurun khususnya usia 30 tahun ke atas namun perokok anak-anak justru meningkat. 
4. Protes keras dari sebagian perusahaan rokok adalah mengenai rokok mesin (sigaret mesin). Karena rokok mesin itu tidak memperhatikan tenaga kerja, artinya padat modal dan bukan padat karya. 
5. Ada perbedaan mengenai tarif produksi sigaret yang di produksi dengan tangan dan diproduksi dengan mesin. Tarif sigaret yang diproduksi dengan tangan jauh lebih rendah dan selama 2 (dua) tahun terakhir juga tidak mengalami kenaikan tarif sehingga masih mengakomodasi sigaret tangan tersebut. Ini terbukti dari data sigaret tangan yang kecil yang mengakomodasi tenaga kerja cukup banyak, dan ini masih tumbuh. Dan ini bisa mengisi cukai rokok ilegal yang telah diberantas oleh pemerintah. 
6. Pada tahun 2018 ini, Pemerintah bisa menurunkan cukai ilegal dari 12% menjadi 7%, jadi ada kekosongan sebesar 5%, dan ini baru terisi sekitar 1,7%. Jadi secara global tidak ada pertumbuhan tapi yang tumbuh hanya pabrik-pabrik yang kecil yang menyerap tenaga kerja cukup banyak.

7. Mengenai penggabungan penggolongan pabrikan (sesuai saran dari Ketua Pansus), pemerintah akan lebih concern dan perhatian dalam mengkaji soal ini karena hampir semua pabrikan melakukan penolakan, bila memang ternyata tidak layak dilakukan maka pemerintah akan merevisi aturan ini. 

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Pemerintah sangat mengapresiasi Pansus DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertembakauan karena materi RUU ini cukup substansial dan menyangkut masyarakat luas, sehingga pemerintah dengan senang hati memberi respon bila masih ada Anggota Pansus yang ingin menyampaikan pertanyaan secara tertulis.

B. Pemerintah berharap RUU tentang Pertembakauan ini betul-betul memberikan suatu kepuasan kepada seluruh stakeholders.

C. Masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dari Wakil Menteri Keuangan RI dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dapat diterima oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.
IV. PENUTUP
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 15.35 WIB. 
KETUA RAPAT,
PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO
A-185
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